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DPRD DKI Dukung Keputusan Pemda tetapkan
Kenaikan UMP 2024
JAKARTA (Poskota) tah daerah tentu mengacu “Saya tidak yakin ke-  awan.

- Legislator DKI Jakar-

ta mendukung langkah
pemerintah daerah dalam
menetapkan upah mini-
mum provinsi (UMP) 2024
yang naik sebesar tiga
persen atau menjadi Rp
5.067.381 per bulan. Pen-
gawas pemerintah daerah
itu menganggap, kenaikan
upah tersebut masih ra-
sional berdasarkan tingkat
inflasi dan pertumbuhan
ekonomi saat ini.

“Kalau naiknya sekitar
tiga persen saya kira itu
masih masuk akal ya kare-
na memang angka inflasi
kita berapa, walaupun ke-
mudian korelasinya tidak
linear antara angka infla-
si dan kemudian dengan
UMP," kata anggota Komi-
si B DPRD DKI Jakarta
Prof. Gilbert Simanjuntak
di Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut dia, langkah
yang dilakukan pemerin-

pada perhitungan dan reg-
ulasi yang ada. Salah satu
acuannya adalah Per-
aturan Pemerintah (PP)
Nomor 51 Tahun 2023 ten-
tang Perubahan Atas Per-
aturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

'Kan ada perhitungan-
nya itu yang mesti kemudi-
an duduk bersama tripar-
tit kan, antara pengusaha,
buruh dan pemerintah,”
ucap politisi PDI Perjuan-
gan ini.

Prof. Gilbert tak me-
nampik perekonomian Ta-
nah Air, terulama para
pelaku usaha memang
mulai membaik pasca di-
hantam pagebluk Cov-
id-19. Namun dia ragu,
permintaan para peker-
ja yang ingin upahnya naik
15 persen menjadi Rp 5,6
juta per bulan tidak mem-
bebani pengusaha.

mudian ini akan segera
kuat, itu menopang per-
mintaan karena kalau bi-
aya operasional untuk
gaji karyawan itu terlalu
besar, saya kira perusa-
haan juga nggak mam-
pu.” jelasnya.

“Jadi mungkin masih
dicari solusi apakah ke-
mudian itu bisa ditopang
oleh perusahaan. Kare-
na kalau sudah ditetap-
kan kan berlaku umum
kecuali sektor informal
itu tidak berlaku per-
aturan,” sambungnya.

Prof. Gilbert mengin-
gatkan, pemerintah dae-
rah juga harus menjaga
iklim pertumbuhan eko-
nomi. Jangan sampai
kenaikan upah yang ter-
lalu besar justru meng-
ganggu keuangan peru-
sahaan dan berdampak
pada pemecatan kary-

“Kalau banyak pe-
rusahaan yang Ko-
laps karena tidak mam-
pu, kita juga mempu-
nyai pengalaman. Ke-
marin (beberapa wakiu
lalu) banyak perusahaan
yang hengkang ke Jawa
tengah,” jelasnya.

Diketahui, Penjabat
(Pj) Gubernur DKI Ja-
karta Heru Budi Hartono
resmi menetapkan upah
minimum provinsi (UMP)
2024 sebesar Rp 5,067
juta atau naik dari sebe-
lumnya sebesar Rp4,9
juta.

“Besaran rupiah
UMP DKI 2024 yaitu Rp
5.067.381 dari sebelum-
nya itu Rp 4,9 juta atau
naik 3,38 persen (Rp
165.583)," kata Heru di
Gedung Balai Kota DKI,
Jakaria Pusat, Selasa
(21/11). (Aldififn)




